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ABSTRAK 
Muhammad Furqaan (B111 10 133) “Tinjauan Viktimologis Terhadap 
Kejahatan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kepada Pengusaha 
Di Kota Makassar”. Dibimbing oleh M.Said Karim selaku pembimbing I, 
dan Kaisaruddin Kamaruddin selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh 
pejabat kepada pengusaha dan upaya penanggulangan kejahatan 
pemerasan yang dilakukan oleh pejabat kepada pengusaha di kota 
Makassar. 
Penelitian dilaksanakan di Makassar, yaitu di CV. Annisa Makassar, 
dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan korban dalam 
terjadinya tindak pidana kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh 
pejabat pemerintah terhadap pengusaha di kota Makassar cukup besar. 
Peranan korban tersebut, yaitu dengan secara sadar menjadikan dirinya 
diviktimisasi oleh pelaku, sehingga membuat korban tersebut menjadi 
korban pemerasan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini korban juga 
seolah-olah terpaksa memenuhi keinginan pelaku dengan secara sadar 
dan sengaja memberikan keinginan pelaku. Faktor–faktor yang 
mempengaruhi terjadinya tindak pidana kejahatan pemerasan yang 
dilakukan pejabat pemerintah kepada pengusaha di kota Makassar antara 
lain, rendahnya taraf hidup pegawai pemerintahan, kurangnya insentif 
yang diberikan kepada pegawai yang menangani proyek pemerintah, 
persenan yang diberikan pengusaha kepada oknum pemerintah telah 
menjadi kebiasaan yang pada akhirnya akan terjadi pemerasan dengan 
ancaman, dalam hal ini perusahaan tidak lagi menangani proyek 
pemerintah selanjutnya apabila persenan tersebut tidak diberikan, dan 
kesalahan kebijakan dan ketidakpastian hukum menjadi penyebab 
pemerasan pejabat pemerintah kepada pengusaha. Kemudian, upaya 
penanggulangan terjadinya tindak pidana kejahatan pemerasan yang 
dilakukan pejabat pemerintah kepada pengusaha di kota Makassar, 
antara lain upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum 
terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan 
dari suatu tindak pidana. Upaya represif ini merupakan upaya 
penanggulangan kejahatan pemerasan yang terjadi.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang ditegaskan 
Undang-undang dasar 1945, salah satu ciri yang utama dari suatu Negara 
yang berbasis hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-
peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah Negara dengan konsep Negara 
hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya 
berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, 
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar 
sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pancasila dan Undang-
undang 1945 yaitu setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan 
bebas dari segala bentuk kejahatan. 
Dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh 
pemerintah khususnya aparat penegak hukum yang dilaksanakan oleh 
pemerintah khususnya aparat penegak hukum, terkadang menimbulkan 
persoalan yang tidak terselesaikan.Hal ini menyebabkan realitas 
kejahatan dan perilaku menyimpang semakin berkembang. 
Perkembangan seseorang yang menjadi korban kejahatan 
cenderung meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.Hal ini 
dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang 
menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan 
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dan mencapai ambisinya.Cara seperti ini yang terkadang menimbulkan 
korban, baik perorangan maupun perkelompok dalam suatu 
masyarakat.Seseorang cenderung menjadi objek kejahatan yang 
dilakukan oleh seseorang disebut korban. Karena tanpa adanya korban 
maka suatu kejahatan tidak dapat dikatakan kejahatan atau unsur 
kejahatan tidak akan terpenuhi. Salah satu kejahatan yang akan dibahas 
penulis dalam skripsi yaitu kejahatan pemerasan. Walaupun telah 
diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan 
yang terjadi, namun kuantitas korban kejahatan tetap saja bertambah 
dalam kehidupan yang bermasyarakat yang dewasa ini. 
Makassar sebagai salah satu kota terbesar yang memungkinkan 
seseorang lebih mudah menjadi korban kejahatan. Salah satu kejahatan 
yang dilakukan yakni kejahatan pemerasan. Kebutuhan hidup seseorang 
atau masyarakat yang semakin meningkat membuat seseorang rela 
melakukan pekerjaan apa saja, termasuk perbuatan melawan hukum 
untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah dengan tidak 
memikirkan resiko dengan perbuatannya sehingga menimbulkan korban. 
Kerugian yang dialami korban berupa kerugian materil atau formil akibat 
suatu tindak kejahatan atau dalam hal ini pemerasan. 
Kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering 
dilakukan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan 
perbuatannya. Hal ini tersebut dalam diketahui mulai media massa 
maupun media elektronik. 
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Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan 
kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarkat 
yang semakin meningkat.Salah satu sebabnya yaitu kurangnya 
kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan seseorang 
dalam bermasyarakat.Ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan 
ketiadaan pendapatan yang sah serta hegemoni kebutuhan yang 
bermewah-mewahan dari media elektronik maupun media cetak sering 
membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk 
memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan. 
Dalam hal ini diperlukan metode tertentu untuk mencegah serta 
mengurangi jumlah korban yang menjadi tindak kejahatab dalam 
masyarakat.Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mencegah 
dan menanggulangi jumlah korban agar tidak terjadi lebih banyak lagi 
adalah berusaha menemukan sebab musabab mengapa seseorang 
menjadi korban sehingga memudahkan kita dalam mencari upaya 
alternativeyang dapat mencegahserta mengurangi, meningkatkan jumlah 
korban tersebut. 
Kejahatan pemerasan merupakan salah satu masalah sosial yang 
sangat meresahkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu dicegah 
dan ditanggulangi.Oleh karena itu masalah ini perlu mendapat perhatian 
dari semua kalangan terutama kalangan ilmu hukum dan kriminologi serta 
aparat penegak hukum. 
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Pada dasarnya yang membedakan tindak pidana lainnya terhadap 
harta kekayaan lain terdapat harta kekayaan lain terdapat pada unsur-
unsur tindak pidana setiap perbuatan. 
Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Penulis memilih 
judal skripsi “Tinjauan viktimologis terhadap pemerasan yang dilakukan 
oleh pejabat kepada pengusaha” 
 
B. Rumusan masalah 
Berdsarkan penggunaan latar belakang masalah tersebut diatas 
maka dirumuskan masalah seagai berikut : 
1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya tindak pidana 
kejahatan pemerasan yang dilakukan pejabat terhadap 
pengusaha di kota Makassar? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya kejahatan 
pemerasan yang dilakukan oleh pejabat terhadap pengusaha di 
kota Makassar ? 
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemerasan 
yang dilakukan oleh pejabat kepada pengusaha di kota 
Makassar ? 
 
C. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 
diadakannya penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya tindak 
pidana kejahatan pemerasan yang dilakukan pejabat terhadap 
pengusaha di kota Makassar 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
pemerasan terhadap pengusaha di kota Makassar. 
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan 
pemerasan yang dilakukan oleh pejabat kepada pengusaha di 
kota Makassar. 
D. Manfaat penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai 
berikut : 
a. Diharapkan agar hasil penelitian ini menjadi bahan masukan 
bagi kita semua, khusunya para aparat penegal hukum untuk 
dijadikanbahan pertimbangan dalam melakukan tindak 
selanjutnya dalam uopaya menangani kejahatan pemerasan. 
b. Diharapkan agar tulisan ini agar dapat menjadi rujukan atau 
masukan bagi pembacanya yang berwujud karya ilmiah 
hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Viktimologi 
1. Definisi Viktimologi 
Apabila hendak menemukan upaya penaggulangan kejahatan yang 
benar persepsi kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal 
berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan. Namun hal lain yang 
tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah korban kejahatan itu sendiri 
yang dalam keadaan atau situasi tertentu dapat menjadi pemicu 
munculnya kejahatan. 
Pada saat membahas tentang korban kejahatan persepsi kita tidak 
dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat di ketahui 
berbagai aspek yang berkaitan dengan korban itu sendiri, seperti : faktor 
penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang bisa menjadi 
korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, dan kewajiban 
korban kejahatan. 
Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru 
jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan 
kriminologi. Secara etimologi viktimologi berasal dari kata victim dan 
logos.Dalam bahas inggris “Victim” yang berarti korban dan “Logos” yang 
berarti ilmu pengetahuan. Secara terminologi, viktimologi adalah suatu 
study atau ilmu yang mempelajari tentang korban dan akibat-akibat 
penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan 
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social. Hal ini pun sejalan dengan apa yang ada dalam kamus ilmu 
pengetahuan social (Hugo Reading, 1986 : 457) dijelaskan bahwa 
vintimologi adalah study tentang tingkah laku victim sebagai salah satu 
penentu kejahatan adapun viktimologi dalam bentuk defenitif menurut Arif 
Gosita (2004 : 138) adalah suatu study/pengetahuan ilmiah yang 
mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang 
merupakan suatu kenyataan sosial. Selanjutnya beliau juga 
mengemukakan pengertian viktimisasi (2004 : 42) yang dalam hal ini 
beliau merumuskannya sebagai viktimisasi kriminal sebagai berikut: 
“Suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang, oleh 
seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain” 
(seseorang dapat berupa individu atau kelompok) 
 
Menurut J.E. Sahetapy, (2007:44) pengertian viktimologi adalah 
ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala 
aspek bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi 
termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. 
Istilah Vikitimologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang 
pengacara di yerusalem yang bernama B. Mendelshons pada tahun 1947 
yang merupakan dasar bagi perkembangan Viktimologi sejak itu, sampai 
viktimologi berkembang pesat saat ini. 
Situasi dan kondisi pihak korban dapat memicu pihak pelaku untuk 
melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain, 
tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan jadi jelaslah bahwa tanpa 
korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan suatu peranan 
penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah 
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penyelesaian konflik dan penentuaan hukuman para pelaku dapat juga 
terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apa bila 
dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. 
Sedangkan yang dimaksud korban menurut Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 
adalah orang yang mengalami kekrasan dan/atau ancaman kekerasan 
dalam rumah tangga. Kemudian menurut Undang-undang No 27 Tahun 
2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, yang dimaksud dengan 
korban adalah orang atau perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosiaonal kerugian 
ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan 
hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat termasuk korban atau ahli warisnya. 
Menurut “The Declaration of Basic Principle of Justice for Victims or 
of Crime and Abuse of Power” , perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang 
di maksud dengan korban (Victim) adalah orang-orang yang secara 
individual atau kolektif adalah mengalami penderitaan meliputi fisik atau 
mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan 
subtansi hak-hak asasi melalui perbuatan hukum pidana yang berlaku di 
Negara-negara anggota dalam tubuh PBB yang meliputi juga peraturan 
hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Istilah korban disini 
juga meliputi keluarga langsung korban orang-orang yang menderita 
akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan 
atau mencegah viktimisasi. 
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Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban 
kejahatan (viktimologi), tidak dapat di pisahkan dari lahirnya pemikiran-
pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada 
tahun 1941 serta B. Mendelshon, pada tahun 1974. Kedua pemikiran ahli 
ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan tentang 
viktimologi.Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti 
sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah 
mengalami berbagai perkembngan yang dapat di bagi dalam 3 fase. 
Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari tentang korban 
kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “penal or special 
vitimology”.Sementara itu, pada fase ke dua viktimologi tidak hanya 
mengkaji masalah korban kejahatan, tapi juga meliputi korban kecelakaan. 
Pada fase ini disebut sebagai “general victimilogy”.Fase ke tiga 
viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji 
permasalahan korban karna penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi 
manusia.Fase ini di katakan sebagai “new viktimology”. 
Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, Penulis 
berkesimpulan bahwa vitimologi adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-
akibat penimbulan korban yang mencakup semua aspek mengenai korban 
dalam kehidupannya masing-masing. 
2. Ruang lingkup Viktimologi 
Viktimologi merupakan ilmu pendukung dari kajian kriminologi, 
dengan kata lain dapat di katakan bahwa viktimologi berada setingkat di 
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bawah ilmu kriminologi. Viktimologi meneliti tentang korban, sepeti : 
peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan para pelaku 
dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam 
sistem peradilan pidana. Selain dari pada itu, menurut Muladi (2005 : 105) 
viktimilogi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk : 
a. Mengalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban  
b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 
terjadinya viktimisasi 
c. Mengembangkan sistem tindakan untuk mengurangi 
penderitaan manusia. 
Mengenai objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif 
Gosita (2004 : 39) sebagai berikut : 
a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik. 
b. Teori-teori etiologi Vitmisasi kriminal  
c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya suatu eksistensi 
suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, 
pelaku, pengamat,pembuat undang-undang, polisi, jaksa, 
hakim, pengacara, dansebagainya. 
d.  Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal  
e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi 
kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau 
viktimologi, usaha-usaha prepensi, refresi, tindak lanjut (ganti 
kerugian) 
f. Faktor-faktor viktimogen atau kriminogen  
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Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat di 
katakan sama, yangberbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya 
dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut 
pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-
masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi mutlak yang 
hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik Arif 
Gosita (2004 : 39) 
 
B. Tindak pidana (Delik) 
1. Definisi tindak pidana  
Perbuatan pidana menurut Moeljatno (2008:59) adalah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana yang disertai 
ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melangar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan 
diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan 
kepada suatu perbuatan yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan 
oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada 
orang yang menimbulkan kejadian itu. Dijelaskan Moeljatno (2008 : 60) 
ada istilah lain yang di pakai dalam hukum pidana yaitu “tindak pindana”. 
Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementrian kehakiman sering di 
pake dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek 
dari kata “perbuatan” tapi “tindak” adalh pengertian umum tentang semua 
perbuatan yang melanggar hukum atau perundang-undangan dengan 
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tidak membedakan apakan pelanggaran itu dibidang hukum privat 
ataupun hukum publik termasuk hukum pidana. 
Menurut Arif Gosita (2004 : 117), beliau mengemukakan defenisi 
kejahatan sebagai berikut : “kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dank 
arena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling 
mempengaruhi. Di mana kejahatan tidak hanya di rumuskan oleh Undang-
undang hukum pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan 
penderitaan dan tidak dapat di benarkan serta dianggap jahat, tidak atau 
belum di rumuskan dalam Undang-undang oleh karena situasi dan kondisi 
tertentu.” 
Menurut Amir Ilyas (2012 : 27) tindak pidana juga diartikan sebagai 
suatu dasar yang pokok dalam mematuhi pidana pada orang yang telah 
melakukannya, tapi sebelum itu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu 
berdasarkan asas legalitas (Priciple of legality).Asas yang menentukan 
bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika 
tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. 
Kata “Delik” berasal dari Bahasa Latin, yakni Delictum.dalam 
Bahasa Jerman disebut Delict, dalam bahasa perancis disebut delit, dan 
dalam Bahasa Belanda disebut delict. sedangkan dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia  (Laden Marpaung, 2006 : 7) arti delik diberi kebatasan 
yaitu : “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tidak pidana”. 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2005 : 7) menggunakan istilah 
perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai berikut:  
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“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi yang beruoa pidana tertentu, bagi barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut”. 
 
Menurut Achmad Ali (2008 : 192) pengertian tindak pidana (delik) 
adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar 
hukum atau perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah 
pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk 
hukum pidana. 
Amir Ilyas (2012 : 27) tindak pidana juga diartikan sebagai suatu 
dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah 
melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang 
yang telah melakukannya, tapi sebelum itu mengenai perbuatan pidana 
sendiri, yaiu berdasarkan asas legalitas (Principle of legality). Asas yang 
menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-
undangan. 
Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil (Ledeng 
Marpaung, 2006 : 8). Yang di maksud dengan hukum formil adalah delik 
yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang.Sedangkan hukum materi adalah delik yang 
perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang. 
Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran 
(Lamintang, 2009: 211) itu bukan hanya merupakan dasar bagi 
pembagian kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi buku ke-2 dan 
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ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum didalam 
perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Kata tindak pidana dalam bahasa Indonesia sebenarnya 
merupakan penerjemah dari kata “Strafbaarfeit” dalam bahasa Belanda. 
Namun hal ini juga perlu mendapatkan penegasan agar tidak menjadi 
simpang siur.Strafbaarfeit mempunyai arti sebagian dari keyataan yang 
dapat dihukum.Feit berarti sebagian dari kenyataan.Sedangkan Starbaar 
artinya „dapat dihukum‟.Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam 
bahasa kita sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia 
sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun 
tindakan.Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang 
dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum 
atau dihukum. 
1) Dari sudut teoritis  
Teoriitis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercerminkan pada bunyi rumusannya. 
 
 
2) Dari sudut undang-undang 
Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak 
pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam 
pasal perundang-undangan yang ada. 
Beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis 
yang telah dibicarakan dimuka, yakni : Moeljatno, R. Tresna, dan Vos. 
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Menurut Moeljatno (adami Chazawi, 2005 : 79), unsur-unsur tindak 
pidana adalah : 
a. Perbuatan. 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum). 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).  
d. Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2005 : 80), tindak 
pidana terdiri dari unsur-unsur yakni :Perbuatan/rangkaian 
perbuatan (manusia). 
Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
diadakan tindakan penghukuman.Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos 
(Adami Chazawi, 2005 : 80) terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana 
yaitu : 
a. Kelakuan manusia. 
b. Diancam dengan pidana. 
c. Dalam peraturan perundang-undangan. 
Walaupun rincian dari rumusan diata berbeda-beda,namun pada 
hakikatnya ada persamaan, yaitu : tidak memisahkan antara unsur-unsur 
mengenai diri orangnya. 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III KUHP 
memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur-unsur tindak 
pidana, yaitu : 
a. Unsur tingkah laku 
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b. Unsur melawan hukum 
c. Unsur kesalahan 
d. Unsur akibat kostitutif 
e. Unsur keadaan yang menyertai 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. 
i. Unsur objek hukum tindak pidana. 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana. 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Oleh sebab itu, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas : 
a. Merupakan perbuatan manusia. 
b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil). 
c. Perbuatan manusia tersebut bersifat melawan hukum yang 
berlaku (syarat materil). 
Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum 
itu sendiri.Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindakan 
pidana bila telah diatur dalam aturan hukum.Tindakan-tindakan manusia 
yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai 
sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk 
aturan-aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan 
tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur 
subjektif dn objektif. 
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Unsur subjektif yang menjelaskan siapa manusia yang dimaksud 
dapat diartikan dengan stiap orang, penyelenggara Negara, pegawai 
negeri, maupun koporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. 
Sedangkan unsur objektif adalah janji, kesepakatan, kemudahan, 
kekayaan milik Negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan 
tentu saja barang. Unsur-unsur tindak pidana sebenarnya melengkapi 
kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan 
manusia yang dapat dikenai aturan hukum. 
3. Pengertian Pemerasan 
Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHPidana 
sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana pemerasan (afftersing) 
dan tindak pidana pengancaman (afdreiging), kedua macam tindak pidana 
tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang 
bertujuan memeras orang lain, justru karena sifatnya yang sama itulah 
kedua tindak pidana ini biasanya diatur dalam bab yang sama. 
Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut 
bahwa kudua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu 
“pemerasan” untuk tindak pidana yang di atur dalam Pasal 368 
KUHPidana, oleh karena itu memang dalam KUHPidana sendiripun juga 
menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana 
yang di atur dalam Pasal 368 dan 369 KUHPidana. 
Dalam ketentuan Pasal 368 KUHPidana tindak pidana pemerasan 
dirumuskan sebagai berikut : 
“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan 
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kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu 
barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau 
supaya memberikan hutang atau menghapuskan hutang, diancam, 
karena pemerasa, dengan pidana penjara paling lama Sembilan 
tahun.” 
 
Ketentuan Pasal 365 ayat(2),(3)dan ayat(4) berlaku dalam tindak 
pidana ini. 
 
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan 
Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam 368 ayat (1) terdiri 
dari Unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Unsur obyektif yang meliputi unsur-unsur : 
- Unsur Memaksa  
Unsur memaksa dengan istilah “memaksa” dimaksukan 
adalah melakukan sesuatu yang berlawanan sesuai dengan 
khendaknya sendiri. 
- Untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang 
berkaitan dengan unsur itu persoalan yang muncul adalah, 
kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang Penyarahan 
suatu barang di anggap telah ada apabila barang yang di 
minta oleh pemeras tersebut telah diserahkan tanpa melihat 
apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh 
orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap 
telah terjadi, apabila orang yang di peras telah menyarahkan 
barang atau benda yang dimaksud kepada sipemeras 
sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya, Penyerahan 
barang tersebut tidak harus dilakukan oleh orang yang 
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diperas kepada pemeras. Penyerahan tersebut dapat saja 
terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang 
diperas. 
- Supaya memberi hutang 
Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam 
rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman 
yang benar.Memberi hutang disini mempunyai pengertian 
bahwa sipemeras memaksa orang yang di peras untuk 
membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian.Yang 
menyebabkan orang yang di peras harus membayar 
sejumlah uang tertentu.Jadi, yang di maksud memberi 
hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksud untuk 
mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas tetapi 
untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya 
kewajiban untuk orang yang diperas untuk membayar 
sejumlah uang kepada si pemeras atau orang yang di 
kehendaki. 
- Unsur penghapusan hutang 
Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. 
Yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi 
orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini 
tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila 
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dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
b. Unsur subyektif yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut : 
- Unsur-unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain”. Yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain adalah menambah menambah baik bagi dirinya 
sendiri tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup 
apabila dapat di buktikan, bahwa maksud pelaku adalah 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (2) 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak 
pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila : 
- tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam hari 
dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya 
atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas 
kereta api atau truk yang sedang berjalan. Ketentuan ini 
berdasankan Pasal 368 ayat (2) Jo.365 ayat (2) ke-1 
KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun 
penjara. 
- Tidak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau 
lebih secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pasal 
368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPindana dengan 
ancaman pidana dua belas tahun penjara. 
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- Tindak pemerasan di mana untuk masuk ketempat melakukan 
kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau 
memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 
ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan 
ancaman pidananya penjara dua belas tahun. 
- Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka 
berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 
365 ayat (2) ke-4 KUHPidana ancaman pidananya 12 tahun 
penjara. 
- Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang 
diatur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat 
(3) KUHPidana dengan ancaman berat yaitu lima belas tahun 
penjara. 
- Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka 
berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang 
memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat 
(1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan pasal 368 ayat (2) 
Jo Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHpidana. Berdasarkan 
Pasal 365 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (4) KUHPidana tindak 
pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat 
lagi, yaitu dengan tindak pidana yang lebih berat lagi, yaitu 
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dengan tindak pidana mati, pidana selama waktu tertentu 
paling lama 20 tahun penjara. 
 
D. Korban 
1. Pengertian Korban 
Defenisi korban tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban yang menyatakan bahwa korban adalah: 
“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan 
/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 
pidana”. 
 
Di Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban adalah: 
“Orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. 
 
Di Undang-Undang No 27 Tahun 2004 Tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsilisi, korban adalah:  
“orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian 
ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau 
perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli 
warisnya” 
 
Sedangkan di Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 
tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah: 
“perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental 
dari ancaman, gangguan, teror dan ekkerasan dari pihak 
manapun” 
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Dari pengertian di atas, tampak bahwa makna dari korban 
tidak hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, 
melainkan juga mencakup korban yang bukan perorangan 
(kelompok dan masyarakat). Yang dimaksud dengan korban 
perseorangan ialah korban yang hanya terdiri dari satu orang saja, 
sedangkan yang dimaksud dengan korban yang bukan perorangan, 
misalnya suatu badan, organisasi atau lembaga. 
Sedangkan menurut Arif Gosita (dalam Rena Yulia,2010: 
49), yang dimaksud dengan korban adalah: 
“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 
akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari 
pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang 
menderita” 
 
Korban juga didefenisikan oleh Van Boven yang merujuk 
pada deklarasi prinsi-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan 
dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut: (Rena Yulia, 
2010: 49-50) yang dimaksud dengan korban adalah: 
“Orang yang secara idndivdual maupun kelompok telah 
menderita,termasuk cedera fisik maupun mental, 
penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan 
yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena 
tindakan (by act) maupun kelalaian (by omission)” 
 
Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas adalah 
yang didefinisikan oleh South Crolina Govermor’s Office of 
Executive Policy and Programs, Columbia, yaitu: (Soeharto, 2007: 
78) 
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“Victims means a person who suffers direct or threatened 
physical, psychological, or financial harm as the result of 
crime against him. Victim also includes the person is 
deceased, a minor, incompepent was a homicide victim 
and/or is physically or psychologically incapacitated." 
 
Pengertian di atas, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia, maka akan memerikan pengertian mengenai korban 
secara luas. Menurut pengertian tersebut, pengertian korban bukan 
hanya merujuk pada korban yang mederita secara langsung, akan 
tetapi korban tidak langsung juga mengalami penderitaan yang 
dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak 
langsung di sini seperti istri yang kehilangan suami, anak yang 
kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan 
sebagainya. 
2. Hak dan kewajiban korban  
Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 
korban.Yang dinyatakan sebagai korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi 
yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Undang-undang 
di atas menyatakan bahwa korban berhak untuk : 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan 
dan dukungan keamanannya ; 
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan ; 
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d. Mendapat penerjemah ; 
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan ; 
i. Mendapat identitas baru ; 
j. Mendapatkan tempat kediaman baru ; 
k. Memperoleh penggantian biaya trasportasi sesuai dengan 
kebutuhan ; 
l. Mendapat nasehat atau ; 
m.  Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindungan berakhir. 
Hak dan kewajiban korban menurut Moerti Hadiati Soeroso 
(2010 : 115) sebagai berikut:  
a. Hak korban antara lain: 
1) Mendapat konpensasi atas penderitaan, sesuai dengan 
kemampuan pelaku. 
2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak 
memerlukannya. 
3) Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli 
warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan 
tersebut. 
4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi. 
5) Mendapatkan kembali hak miliknya. 
6) Menolak menjadi saksi bila hal ini membahayakan dirinnya. 
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7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila 
melapor dan/atau menjadi saksi 
8) Mendapat bantuan penasehat hukum. 
9) Mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen) 
 
b.  Kewajiban korban antara lain : 
1) Korban tidak main hakim sendiri 
2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya 
korban lebih banyak lagi 
3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, 
maupun orang lain 
4) Ikut serta membina pembuat korban 
5) Bersedia di bina atau membina diri sendiri untuk tidak 
menjadi korban lagi 
6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan 
kemampuan pelaku 
7) Memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi restitusi 
kepada pihak korban sesuai dengan kemampuaannya 
8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri 
 
 
 
3. Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan 
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Dalam kajian viktimologi terdapat prepektif dimana korban 
bukan Saja bertanggung jawab dalm kejahatan itu sendiri tetapi 
juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. 
Menurut Stephen Schafer (Lilik Mulyadi, 2007:124) ditinjau dari 
perspektif tanggung jawab itu sendiri terdir idari 7 (tujuh) bentuk, 
yakni sebagai berikut: 
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial 
untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dari 
pihak korban. 
2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan, karena itu, 
aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku 
secara bersama-sama; 
3. Participating victims hakikatya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 
mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa 
pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga 
mendorongh prang untuk merampoknya. Aspek ini pertanggung 
jawaban sepenuhnya ada pada pelaku. 
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. 
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Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memeberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya; 
5. Social weak victims  adalah korban yang tidak di perlihatkan 
oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan 
demngan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat 
atau masyarakat; 
6. Selfvitimizing vitims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanoa korban. 
Pertanggung jawaban sepenuhnya terletak pada korban karena 
sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat di pertanggungjawabkan 
kecuali adanya perubahan konstelasi politik. 
a. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri; 
Sebagai suatu perbandingan perlu pula di kemukakan beberapa 
tipologi yang di kemukakan oleh sellin dan Wolfgang 
(Muhadar,2006:39)  sebagai berikut: 
a. Primary victimization, yang dimaksud adalah korban individual. 
Jadi korbannya Adalah orang perorangan (bukan kelompok); 
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b. Secondary victimzation yang menjadi korban adalah kelompok, 
misalnya badan Hukum 
c. Tertiary victimzation, yang menjadi korban adalah masyarakat 
luas; 
d. Mutual victimzation, yang menjadi korban adalah si pelaku 
sediri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika; 
e. No victimzation, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban 
melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil 
produksi. 
Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa suatu 
kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendri 
sehingga terjadi kejahatan. 
E. Jabatan, Pejabat dan Pengusaha 
Pengertian jabatan yang ditetapkan oleh kamus bahasa Indonesia, 
yaitu (Poerwasunata, W.J.S, 2003):“Pekerjaan (tugas) dalam 
pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan 
kedudukan” 
Pengertian jabatan yang dapat ditarik dari Penjelasan 
Undang_undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok 
Kepegawaian, Pasal 1 ayat (3) adalah “Jabatan negeri adalah jabatan 
dalam bidang esekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekreratiatan lembaga 
tinggi atau tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan”. 
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Selanjutnya dan ditetapkan pada Pasal 1 butir (2) Undang-undang 
Nomor 43 tahun 1999.Yakni “pejabat yang berwenang adalahn pejabat 
yang menpunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan 
memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. 
Ditetapkan dalam butir (3) yakni “Pejabat yang berwajib adalah 
pejabat yang karena jabatan dan tugasnya berwenang melakukan 
tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”. 
Lanjut ditetapkan dalam butir (4) yakni ”Pejabat Negara adalah 
pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya 
yang ditentukan oleh Undang-undang”. 
Lanjut ditetapkan dalam butir (5) yakni “Jabatan negeri adalah 
jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan termasuk didalamnya jabtan dan kesekretariatan 
lembaga tertinggi atau Negara, dan kepaniteraan pengadilan”. 
Lanjut ditetapkan dalam butir (6) yakni “Jabatan karir adalah 
jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai 
negri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan”. 
Lanjut yang ditetapkan butir (7) yakni “Jabatan organik adalah 
jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi 
pemerintah”. 
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Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan 
dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut 
memberikan penjelasan(http://seoulmate.dadgdigdug.com/pengertian-
jabatan-kah-ini/) ,yaitu : 
1. unsur atau elemen, ialah komponen yang terkecil suatu 
pekerjaan, misalnya memutar, menarik, menggosok, dan 
mengangkat. 
2. Tugas atau task, ialah sekumpulan unsur yang merupakan 
usaha pokok yang dikerjakan karyawan dalam memproses 
bahan kerja menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam 
kondisi jabtan tertentu. 
3. Pekerjaan atau job, adalah sekumpulan kedudukan yang 
memilki persamaan dalam tugas-tugas pokoknya dan berada 
dalam satu unit organisasi, jabtan atau occupation adalah 
sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang 
mempunyai persamman, dan yang telah sesuai dengan satuan 
organisasi. 
Selanjutnya dikutip dari Utrecht dalam bukunya yang berjudul 
“Pengantar hukum administrasi Negara Indonesia” menyatakan bahwa : 
“Jabatan ialah suatu linkungan pekerjaan tetap yang diadakn dan 
dilakukan guna kepentingan Negara (kepentingan umum). Tiap 
jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang di 
hubungkan dengan organisasi social tertinggi, yang diberi nama 
Negara.” 
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Yang di maksud dengan lingkungan tetap ialah suatu lingkungan 
pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat, teliti 
dan bersifat duurzaam. 
Jabatan itu subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban 
(suatu personifikasi), maka dengansendirinya jabatan itu dapat melakukan 
perbuatan hukum.Perbuatan hukum itu dapat diatur baik hukum public 
maupun hukum privat. 
Pengertian pejabat yang ditetapkan oleh kamus bahasa Indonesia, 
yaitu:“pegawai pemerintah yang memegang jabatan tertentu.” 
Dengan ketetapan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pejabat 
adalah seseorang yang mengemban jabatan disuatu instansi atau bidang 
tertentu yang mempunyai kewenangan atas apa yang dilakukannya. 
Selanjutnya, yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap 
orang atau perseorangan (orang pribadi) atau persekutuan atau badan 
hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Usaha adalah setiap 
tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian 
yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh 
keuntungan atau laba. Dalam melakukan usaha, pengusaha utamanya 
yang bergerak dalam industry besar terkadan memerlukan tenaga kerja, 
yang disebut pembantu pengusaha. 
Pengusaha dapat dibagi atas berbagai macam, yaitu: 
a. Pengusaha tanpa pembantu pengusaha. 
b. Pengusaha dengan pembantu usaha. 
c. Pengusaha yang tidak ikut dalam perusahaan tapi memberikan 
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kuasa kepada pembantu pengusaha. 
Pembantu pengusaha terbagi atas 2, yaitu: 
a. Pembantu pengusaha didalam perusahaan, yaitu pembantu 
pengusaha yang masuk ke dalam struktur perusahaan. Mereka 
antara lain: 
 Pimpinan Perusahaan. 
 Pemegang Prokurasi. 
 Pedagang Keliling. 
b. Pembantu pengusaha diluar perusahaan yang berfungsi untuk 
membantu, antara lain: 
 Agen Perniagaan (commercial agent), 
 Makelar (Broker), 
 Komisioner (Factor), 
 Ekspeditur,  
 Bank. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana penulis 
akan melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang 
dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Adapun tempat atau 
lokasi penelitian tersebut adalah wilayah kota Makassar, khususnya pada 
pengusaha yang menjadi korban pemerasan oleh pejabat Negara. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
 Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai 
berikut : 
1. Data Primer 
Data Primer adalah suatu informansi yang diperoleh langsung di 
lokasi penelitian dan diperoleh dari hasilwawancara dengan pihak 
yang berkompeten dalam hal ini pengusaha yang menjadi korban 
pemerasan oleh pejabat. 
2. Data Skunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya-karya ilmiah, 
literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, internet, media 
cetak, dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan 
masalah yang akan dibahas. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada 
relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara sebagai 
berikut : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini di lakukan dengan cara megadakan observasi dan 
wawancara secara langsung dengan pihak yang di anggap 
dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan 
dengan penelitian ini. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca 
dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-
artikel dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain 
yang dianggap relevan dengan materi yang dibahas. 
 
D. Analisis Data 
 Data dari hasil penelitian penulis dianalis dengan menggunakan 
teknik kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan 
berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta 
yang lain, untuk kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain, untuk 
kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan dan menguraikan 
informasi yang di peroleh dengan menggunakan  pendekatan normative 
yaiu dengan menguraikan masalah sesuai data yang diperoleh dilapangan 
guna menghasilkan suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
Apabila mengamati masalah kejahatan menurut bagiannya yang 
sama sebenarnya secara dimensional, maka perlu pula untuk 
memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. 
Karena korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya 
suatu kejahatan. Karena pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan 
muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku 
kejahatan itu sendiri. 
 Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan 
adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak 
tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. 
(Bambang Waluyo, 2011 :18) 
 Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada 
kejahatan tanpa meimbulkan korban, dengan dmikian korban adalah 
partisipan utama meskipun ada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa 
korban, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan 
korban di pihak lain. Misalnya penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, 
dan tindakan aborsi dimana korban menyatu dengan pelaku. (Rena Yulia, 
2010 : 76) 
 Pihak korban yang mempunyai status sebagai pastisipan pasif 
maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam 
peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan 
peranan-peranan korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, 
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langsung atau tidak langsung. 
 Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa 
yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dan dimana hal 
tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh 
bagi diri korban serta pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban 
dengan pihak pelaku terdapat peranan yang fungsional. Bahkan dalam 
terjadi kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab. 
 Bambang Waluyo (2011 : 21) menyatakan bahwa memang banyak 
juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya pihak 
korban, misalnya korban lalai sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. 
Dapat terjadi juga dalam hal, korban menarik perhatian pelaku. Misalnya 
korban overacting atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku 
melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula pada seorang pengusaha 
yang memiliki banyak proyek yang ditangani. 
 Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula 
mengundang pihak pelaku melakukan kejahatan terhadap dirinya. Dalam 
hal ini pihak pelaku dan korban tidak mempunyai hubungan sebelumnya 
bahkan yang telah memiliki hubungan sekalipun dapat terjadi kejahatan. 
 Dalam studi tentang kejahatan tidak dapat dikatan bahwa tidak ada 
kejahatan tanpa menimbulkan korban, meskipun disisi lain dikenal pula 
dengan kejahatan tanpa korban misalnya dalam hal ini yaitu perjudian. 
Dalam terjadinya suatu kejahatan, pihak korban mempunyai peran yaitu 
sebagai partisipan aktif dan pasrtisipan pasif. Pelaksanaan peran-peran 
korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi langsung ataupun tidak 
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langsung. (Rena Yulia, 2010 : 76)   
A. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pemerasan 
Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah Terhadap Pengusaha 
Di Kota Makassar 
Pada umumnya dalam suatu kejahatan terjadi dengan melibatkan 
minimal dua pihak.Pihak pertama adalah pelaku dan korban di pihak lain. 
Pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban 
perbuatannya. Dapat dikatakan,  korban mempunyai peran fungsional 
dalam terjadinya tindak pidana. 
Tindak pidana atau kejahatan dapat terjadi karena ada pihak yang 
berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak dikehendaki, 
sebagai korban. Meskipun, ada beberapa tindak pidana atau kejahatan 
yang mensejajarkan korban dan pelaku. Pelaku dan korban kejahatan 
menjadi dua hal yang tidak dapat terlepas satu sama lain. Bahkan pada 
tataran yuridis, suatu perbuatan pada umumnya dirumuskan sebagai 
sebuah kejahatan karena menimbulkan korban. 
Tidak ada seorang pun yang secara normal menghendaki dirinya 
dijadikan korban, sasaran ataupun objek dari kejahatan. Tetapi, dari sisi 
korban karena keadaan yang ada pada korban atau karena sikap dan 
perilakunya yang membuat pelaku memiliki keinginan untuk menjalankan 
niat jahatnya. Seseorang yang dipandang lemah, baik dari sisi fisik, 
mental, sosial atau hukum cenderung memancing pelaku untuk 
melaksanakan kejahatannya. Begitu pula orang yang lalai dalam menjaga 
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diri dan harta bendanya akan lebih mudah menjadi korban dari orang yang 
mencoba mengambil kesempatan yang ada sehingga menjadikannya 
pelaku kejahatan. 
Berkaitan dengan peran korban dalam kejahatan ini, Von Hentig 
menunjukkan bahwa dalam hal-hal tertentu, korban justru mempunyai 
peran aktif dalam tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh 
pelaku kejahatan. Peranan korban tersebut nampak dalam hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Kejahatan tersebut terjadi karena memang dikehendaki oleh 
korban, 
2. Kerugian akibat kejahatan akan dipergunakan oleh korban 
untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, 
3. Kerugian yang diderita korban mungkin merupakan hasil 
kerjasama antara korban dan pelaku, 
4. Kerugian yang dialami korban tidak akan terjadi jika tidak ada 
provokasi dari korban. 
Peranan korban dalam terjadinya kejahatan tersebut sebenarnya 
dapat disimpulkan dari penjabaran jenis-jenis korban. Misalnya, dalam 
pengertian Provocative Victim tampak adanya peranan korban dalam 
memprovokasi pelaku. Kemudian dalam tipe The Wanton tampak adanya 
peranan dari korbannya sendiri dalam terjadinya kejahatan. 
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Adanya peranan dari korban dalam terjadinya tindak pidana atau 
kejahatan dapat dipergunakan sebagai argumentasi oleh pelaku untuk 
lebih merasionalisasi dan membenarkan kejahatan yang dilakukannya. 
Dalam hal peranan korban dalam terjadinya tindak pidana 
kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terhadap 
pengusaha di kota Makassar cukup besar. Peranan korban tersebut, yaitu 
dengan secara sadar menjadikan dirinya diviktimisasi oleh pelaku, 
sehingga membuat korban tersebut menjadi korban pemerasan yang 
dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini korban juga seolah-olah terpaksa 
memenuhi keinginan pelaku dengan secara sadar dan sengaja 
memberikan keinginan pelaku. 
Melihat proses terjadinya suatu kejahatan pemerasan yang 
dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada pengusaha di kota Makassar, 
seringkali pelaku memberikan ancaman kepada korban akan mematikan 
perusahaannya dalam proyek-proyek berikutnya. Artinya perusahaan milik 
pengusaha tersebut tidak lagi diberi kepercayaan untuk menangani proyek 
selanjutnya. 
Disisi lain, korban seringkali diputarbalikkan menjadi pelaku 
penyuapan. Pengusaha sebagai korban kejahatan pemerasan tidak bisa 
berbuat apa-apa ketika seorang pejabat meminta dana baik dengan cara 
baik-baik maupun dengan cara sedikit menekan dan bertendensi 
pemerasan. Pengusaha pada umumnya tidak punya pilihan lain selain 
memberikan sejumlah dana yang diinginkan oleh pejabat tersebut. 
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Dengan kata lain pengusaha akan segera mengabulkan keinginan pelaku 
demi menjaga kelancaran usaha dan menjaga perusahaannya tetap hidup 
serta terhindar dari gangguan yang akan diterima apabila menolak 
keinginan pelaku. 
Korban tidak bisa berbuat apa-apa ketika masalah yang dihadapi 
seperti itu. Sebab, korban telah lama berinvestasi untuk usahanya agar 
tumbuh besar dan berkembang dalam masyarakat dan tentunya korban 
tidak menginginkan investasinya hilang begitu saja. Lain halnya ketika 
seorang pengusaha baru mulai berinvestasi, tentunya tanpa berpikir 
panjang pengusaha baru tersebut akan menolak keinginan pelaku. 
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan 
Pemerasan yang Dilakukan Oleh Pejabat terhadap Pengusaha di 
Kota Makassar. 
Kejahatan merupakan masalah sosial yang nyata dihadapi, yang 
dapat berakibat langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan 
bermasyarakat. Akan tetapi apabila masalah kejahatan 
penaggulangannya tidak pernah diusahakan oleh berbagai pihak, maka 
hal ini akan mengganggu kesinambungan kelangsungan hidup berbangsa 
dan bernegara. 
Kejahatan terjadi karena suatu sebab, oleh karena itu perlu 
dimengerti mengapa kejahatan itu bisa terjadi. Upaya untuk mengetahui 
sebab, cara pencegahan dan bagaimana upaya penanggulangannya 
sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah perkambing hitaman 
pada suatu masalah menurut susunan yang sebenarnya. 
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Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya pemerasan terhadap pengusaha oleh pejabat 
pemerintah yang terjadi di kota Makassar, terlebih dahulu akan 
mengemukakan data-data yang telah di peroleh dari hasil wawancara 
dengan pimpinan perusahaan CV. Annisa.  
Penelitian ini dilakukan di CV. Annisa yang terletak di jalan Landak 
Baru No. 20 kota Makassar. Perusahaan yang bergerak di bidang 
pengadaan dan konstruksi ini dipimpin oleh KH (untuk beberapa hal dan 
melindungi kepentingannya, nama narasumber sengaja penulis hanya 
mencantumkan inisial). 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 
pimpinan CV Annisa yaitu KH. sekaligus sebagai pimpinan perusahaan 
mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pemerasan yang dilakukan pejabat kepada pemerintah pada tanggal 15 
Juli 2014 bahwa: 
 “Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat kepada pengusaha 
sebenarnya sudah menjadi tradisi dan rahasia umum khususnya di 
kota Makassar,sehingga seolah telah menjadi aturan yang tidak 
tertulis. Keuntungan perusahaan yang didapatkan kurang lebih 30% 
lalu di potong pajak 10% dan PPH 2%.Itupun belum dihitung 
pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi yang 
biasanya mencapai 10%.Potongan-potongan tersebut seolah telah 
menjadi kewajiban yang harus dikeluarkan oleh sebuah 
perusahaan yang menangani sebuah proyek pemerintah. Jika kami 
tidak mengeluarkan persenan tersebut, kedepannya kami tidak 
akan diberi kepercayaan lagi untuk menangani sebuah proyek. 
Ibaratnya perusahaan kami setengah mati dalam menjalankan 
sebuah proyek, namun perusahaan kami akan betul-betul mati 
ketika kami tidak mengeluarkan persenan tersebut. Hal ini jelas 
berdampak langsung bagi kami sebagai perusahaan yang 
menangani sebuah proyek pemerintah.“ 
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“Beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan yang 
dilakukan pejabat kepada pengusaha adalah rendahnya taraf hidup 
pegawai pemerintahan, kurangnya insentif yang diberikan kepada 
pegawai yang menangani proyek pemerintah dan persenan yang 
diberikan pengusaha kepada pejabat telah menjadi kebiasaan yang 
pada akhirnya akan terjadi pemerasan dengan ancaman, dalam hal 
ini perusahaan tidak lagi menangani proyek pemerintah selanjutnya 
apabila persenan tersebut tidak diberikan.” 
 
“Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika seorang pejabat 
meminta dana kepada kami baik dengan cara baik-baik maupun 
dengan cara sedikit menekan bahkan sampai mengancam 
keberadaan perusahaan kami. Parahnya, ancaman yang paling 
berat adalah ketika perusahaan kami tidak lagi bisa menangani 
proyek pemerintah.” 
  
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan CV. 
Annisa pada tanggal 15 Juli 2014 maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa yang terjadi dalam penanganan sebuah proyek pemerintah yang 
dikerjakan oleh sebuah perusahaan tertentu diharuskan memberi 
persenan kepada beberapa pejabat yang juga turut membantu menangani 
proyek tersebut. 
Disisi lain, kesalahan kebijakan dan ketidakpastian hukum menjadi 
penyebab pemerasan pejabat pemerintah kepada pengusaha. Hal ini jelas 
membuat resah para pengusaha yang seringkali menjadi objek 
pemerasan oleh pejabat pemerintah. Kemudian yang terjadi adalah para 
pengusaha tersebut kerap kali justru dijadikan tersangka dengan dakwaan 
telah menyogok atau memberikan suap kepada pejabat pemerintah. 
Pengusaha tersebut seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa ketika 
seorang pejabat pemerintah meminta dana baik dengan cara baik-baik 
maupun cara sedikit menekan bahkan dengan ancaman berat yang akan 
berakibat langsung kepada perusahaan tertentu. Perusahaan tersebut 
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akan “mati” karena tidak bisa lagi menangani proyek pemerintah 
selanjutnya. 
Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan pemerasan 
yang dilakukan pejabat kepada pengusaha di kota Makassar adalah: 
1. Faktor Ekonomi 
       Di tengah masyarakat modern di kota Makassar sering kali keinginan 
seseorang tidak tercapai karena pendapatan yang diperoleh hanya cukup 
untuk memenuhi standar kebutuhan primer yaitu sandang pangan dan 
papan. Sementara itu ada beberapa kebutuhan di luar kebutuhan primer 
yang ingin dipenuhi. Oleh karena itu, bagi sebagian orang cara untuk 
memenuhi kebutuhan tambahan tersebut adalah dengan menyalah 
gunakan kewenangan atau kekuasaaan yang di milikinya. 
2. Faktor Kebiasaan 
 Kebiasaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi karena 
kejahatan terhadap pemerasan di mulai dari sesuatu yang dianggap biasa 
dan tidak ada nya laporan atau tidak berani nya pengusaha atau korban 
melaporkan kepada atasan atau kepada pimpinan institusi yang terkait. 
Dampak yang di timbulkan dari pemerasan yaitu berkurangnya 
kualitas dan kuantitas dari proyek yang akan di kerjakan sehingga 
menimbulkan kerugian yang tidak hanya merugikan perseorangan tapi 
bahkan merugikan negara. 
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C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Korban Pemerasan yang 
Dilakukan oleh Pejabat Kepada Pengusaha di Kota Makassar 
Upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya suatu kejahatan, 
apakah itu menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat, 
maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang 
dibayangkan, karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak 
kejahatan akan tetap ada selama manusia hidup di permukaan bumi ini. 
Kejahatan akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan dalam 
masyarakat. Kejahatan bersifat sangat kompleks. Karena tingkah laku dari 
penjahat tersebut sangat bervariasi serta sesuai pula dengan 
perkembangan zaman yang semakin modern. 
Sejauh ini pemerintah dan aparat penegak hukum serta instansi 
yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan 
serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam 
masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata, 
misalnya aparat penegak hukum seringkali mengadakan operasi minuman 
beralkohol, operasi senjata tajam, operasi jam malam, pedoman-pedoman 
pembinaan generasi muda dan lain-lain. Semua ini dilakukan semata-
mata untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat. 
Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban 
kejahatan berkedudukan sebagai pasrtisipan, yaitu terlibat secara aktif 
atau pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang 
penting dan menentukan terjadinya suatu kejahatan. Korban membentuk 
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pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan 
kondisi masing-masing (relative). Antara korban dan pelaku kejahatan dan 
hubungan fungsional. (Arief Gosita 1993:117) 
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi 
terjadinya korban pemerasan yang dilak menemukan pejabat pemerintah 
kepada pengusaha yakni melalui upaya preventif dan upaya represif. 
Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak 
pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak 
pidana. Upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana pemerasan yang dilakukan oleh pejabat kepada pengusaha di kota 
Makassar melalui penempatan anggota kepolisian yang berseragam di 
tempat-tempat yang berhubungan dengan proyek pemerintah yang 
memang dicurigai rawan akan tindak kejahatan pemerasan sehingga mau 
tidak mau pelaku kejahatan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan 
kejahatan.  
Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
pimpinan perusahaan CV. Annisa, KH. mengenai pendapat beliau untuk 
meminimalisir bahkan mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan 
pemerasan yang dilakukan pejabat kepada pengusaha. Beliau 
mengatakan bahwa: 
“Untuk meminimalisir, mencegah bahkan menghilangkan kejahatan 
pemerasan oleh pejabat kepada pengusaha yang telah menjadi kebiasaan 
adalah dengan cara meningkatkan taraf hidup pegawai pemerintahan 
sesuai dengan golongannya serta menberikan insentif kepada pegawai 
yang menangani proyek pemerintah.” 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat diketahui 
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bahwa KH. selaku pimpinan perusahaan CV. Annisa jelas menolak 
terjadinya kejahatan pemerasan yang dilakukan pejabat. Menurut beliau, 
cara terbaik untuk meminimalisir, mencegah bahkan menghilangkan 
kebiasaan pemerasan oleh pejabat adalah dengan cara meningkatkan 
taraf hidup pegawai pemerintahan sesuai golongannya serta memberikan 
insentif kepada pegawai yang turut serta menangani proyek pemerintah. 
Upaya selanjutnya adalah upaya represif. Upaya represif 
merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang yang 
ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan setelah terjadi 
kejahatan dalam lingkungan masyarakat, atau upaya-upaya yang 
merupakan tindak lanjut terhadap kejahatan yang terjadi. Tujuan 
utamanya adalah agar seorang pelaku kejahatan pada umumnya dan 
kejahatan pemerasan pada khususnya tidak lagi mengulangi 
perbuatannya. 
Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan 
pemerasan yang terjadi. Upaya represif yang dapat dilakukan untuk 
menanggulangi kejahatan dapat berupa: 
a. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan 
pemerasan. 
b. Memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan 
pemerasan. 
c. Memberikan penyuluhan hukum, agama, moral dan etika 
kepada pelaku kejahatan pemerasan. 
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d. Memberikan pembinaan kepada para pelaku yang telah terbukti 
melakukan kejahatan pemerasan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana kejahatan 
pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terhadap 
pengusaha di kota Makassar cukup besar. Peranan korban 
tersebut, yaitu dengan secara sadar menjadikan dirinya 
diviktimisasi oleh pelaku, sehingga membuat korban tersebut 
menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal 
ini korban juga seolah-olah terpaksa memenuhi keinginan pelaku 
dengan secara sadar dan sengaja memberikan keinginan pelaku. 
2. Faktor–faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana 
kejahatan pemerasan yang dilakukan pejabat pemerintah kepada 
pengusaha di kota Makassar antara lain: 
a. Rendahnya taraf hidup pegawai pemerintahan,  
b. Kurangnya insentif yang diberikan kepada pegawai yang 
menangani proyek pemerintah,  
c. Persenan yang diberikan pengusaha kepada pejabat telah 
menjadi kebiasaan yang pada akhirnya akan terjadi pemerasan 
dengan ancaman, dalam hal ini perusahaan tidak lagi 
menangani proyek pemerintah selanjutnya apabila persenan 
tersebut tidak diberikan, dan 
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d. Kesalahan kebijakan dan ketidakpastian hukum menjadi 
penyebab pemerasan pejabat pemerintah kepada pengusaha. 
3. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kejahatan 
pemerasan yang dilakukan pejabat pemerintah kepada pengusaha 
di kota Makassar, antara lain: 
a. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum 
terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya 
pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya preventif yang 
dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan 
yang dilakukan oleh pejabat kepada pengusaha di kota 
Makassar melalui penempatan anggota kepolisian yang 
berseragam di tempat-tempat yang berhubungan dengan 
proyek pemerintah yang memang dicurigai rawan akan tindak 
kejahatan pemerasan sehingga mau tidak mau pelaku 
kejahatan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan 
kejahatan. Kemudian, untuk meminimalisir, mencegah bahkan 
menghilangkan kebiasaan pemerasan oleh pejabat adalah 
dengan cara meningkatkan taraf hidup pegawai pemerintahan 
sesuai golongannya serta memberikan insentif kepada pegawai 
yang turut serta menangani proyek pemerintah. 
b. Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan 
pemerasan yang terjadi. Upaya represif yang dapat dilakukan 
untuk menanggulangi kejahatan dapat berupa: 
 Melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan 
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pemerasan. 
 Memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan 
pemerasan. 
 Memberikan penyuluhan hukum, agama, moral dan etika 
kepada pelaku kejahatan pemerasan. 
 Memberikan pembinaan kepada para pelaku yang telah 
terbukti melakukan kejahatan pemerasan. 
B. Saran 
Saran penulis dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Sampai saat ini pemerintah belum bisa melindungi 
masyarakatnya secara maksimal khususnya dalam hal ini 
melindungi masyarakat atas tindak pidana kejahatan pemerasan 
di kalangan pengusaha, seharusnya pemerintah melakukan 
berbagai cara melindungi masyarakatnya dari tindak pidana, 
seperti melakukan sosialisai atau himbauan kepada masyarakat 
melalui upaya  preventif dan represif. 
2. Pihak kepolisian berada di setiap kelurahan hendaknya lebih 
efektifkan perannya didalam masyarakat 
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